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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANCG
RETRIBLUSI IZIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,

Menimbang ¢ i bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah yang mernupakan salah saty sumber Pendapatan
Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
Pemenotah Dacrah serfa mempedomani ketentuan
pada BAB VII penetapan dan muatan yvang diatur
dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi dalam Pasal
156 ayvat {1} Retribusi ditetapkan dengan Peraturan
{acrah;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan
masyarakat dan kemandinan Dacrah perlu dilakukan
perluasan objek Retribusi Daerah dimana  salab
satunya adalah Fetrbusi Izin Trayek;

¢. hahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan
huraf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi Izin Travek;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Momor & Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Megara Tahun 1981 MNomor
76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Momor 27 Tabun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidapna (Lembaran MNegarma
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529},
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Undang-Undang Momor 53 Tahun 1999 fentang
Pembentukan Daeral Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Eebupaten Matuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Momor 3902)
schagaimana telah divbah dengan Undang-Undang
Momor 11 Tahun 2003 (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2003 Momor 31, Tambahan Lembaran
MNepam Republik Indonesia Nomor4247);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keunangan Megara (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2003 Momor 47, Tambahan Lembaran
Megam Republik Indonesia Momor 3731);

Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004
Momor 33, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momor 4389);

Undang-UIndang Momor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrmah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 123, Tambahan Lembaran
Wegara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 4437)
schagaimana telah diubah beberapa kali terakchir dengan
Undang-Undang Womor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Momor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2008 Momor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4844);

Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kevangan Antarda Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
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12.

13.
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5.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-
lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1999 Momor 96, Tembahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 3052);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Letmbaran Mepara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Peraturan Pemeriniah Nomor 43 Tahun 1993 tentang

Prasarana Lalu-fintas Jalan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tehun 1993 Momeor 63, Tambahan Lembaran
Negam Republik Indonesia Nomaor 3529);

Peraturan Pemenintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Megarn Republik Indonesia Momor 3530);

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kewangan Daerah (Lembaran Megara
Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Wegara Republik Indonesia Momor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerabh (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2005 Momor 165, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang
Pembamian Urugan Pemenntah Antara  Pemerintah,
Pemerintaih Daerah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota {Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2{{17 Nomor 82, Tambahan Lembaran Mepara
Republik Indonesia Motnor 44377,

Peraturan Menteri Dalam Megeri Motmor 23 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dinbah denpan
Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 8 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Homor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan
Atas Penyclenggaraan Pemenintahan Dacrah;
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21,
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momaor 47 Tabun 2009 tentang

Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Dacrah
Tahun 20100;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997

tentang Prosedur Penpesaban Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah,

. Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 174 Tabun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Betribus Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomaor 175 Tahun 1997

tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Dacrah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 147 Tahun 1998
tentang Komponen Penetapan Tanf Retribusi;

Peraturan Dacrah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2006
tentang Penyidik Pegawai Neger Sipil (FPNS) dilinglungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Talun 2008 tentang
Orpanizasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak
{Lembaran Dacrah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 8);

Denpan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN S1AK

Menetapkan

+
H

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN TRAYEK.



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

2

Daerah adalah Kabupaten Siak.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenpgarasn urusan Pemerintahan oleh
Pemenntah Daerak dan Dewsn Perwakilan Rakyat Dacrah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam
sistemt dan prinsip Megara Kesatwan Republik Indonesia sebagaimana
timaksud dalam Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun
Fods.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak beserta Perangkat Daerah sebagai
Unsur Penyelenggara Pemenintahan Daerah.

Kepale Daerah adalah Bupati Siak,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwalilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Siak.

Dinas Perhubungan dan Infokom adalah Dinas Perhubungan dan Infokom
iabupaten Siak,

Dings Pendapatan, Pengelolaan Kcuangan dan Aset Daerah adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak,

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di hidang Retribusi Dacrah
sesudi dengan perundang-undangan yang berlaku,

Rembusi Daerah, yang selanjumya disebut Retribusi, adalah pungutan
Dacrah schagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
Khusus disediakan dan‘atau diberikan oleh Pemecnintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

10, . Jasa adalah kegiatan Pemerintah Dacrah berupa usaha dan pelayanah yang

menychabkan barang, fasilitas ataw kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
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1,

14.

15.

{3

17.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atay modal yang merupakan kesatuan
batk yang melakukan usaha maupun vang tidak melakukan usaha vang
melipuli perscroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Dacrah dengan nama dan bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, persckuluan, perkumpulan, yayasan organisasi masa,
organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usgha
tetap dan bentuk badan lainnya,

Wajib Rembusi adalah orang pribadi dan Badan vang menurat Peraturan
Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi.

Masa retnibusi adalah suatu jangka tertentu yeng merupakan batas waktu bagi
wajib retribusi untuk meman faatkan izin travek.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian 1zin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertenty puna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Retnibusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam Bagian Tahun
Retribusi sesual dengen  ketentwan peraturan perundang-undangan
Perpajakan Daerab.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek Retribusi atau retribusi, penentuan besarmya Retribusi atag
retribusi yang terutang  sampai kegiatan penagihan Retribusi atau retribusi
kepada wajib Retribusi atau retribusi serta pengawasan penyetorannya,

Angkutan adalah pemindahan orang dan/barang dari suatu tempat ke tempat
lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

- Kendaraan adalah suatu sarana anghut di jalan yang terdici atas Kendaraan

Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor,

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang
digunakan untuk engkutan barang dan/ataw orang dengan dipungut bayaran,
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22

23,

24,
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28,

29.

Ruang Lala Lintas Jalan adaiah prasarane yang diperuntukkan bagi perak
pindah kendaraan, orang danfatau barang vang berupa jalan dan fasilitas

petidukung.

Mobil pemunpang adalah setiap kendarsen bermotor yang dilengkapi
sebunyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, haik dengan perlengkapan maupun tanpa  perlengkapan
pengangkutan bagasi,

Mabil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dar &
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut
harang yang dirancang untuk ditarik dan schagian bebannya ditumpu olch
kendaraan bermotor penariknya.

Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi
tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.

Faringan lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan
Jjaringan pelayanan anghkutzn barang.

Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari sam kota ke kota
lain yang mclalui antar dacrah Kabupaten/Kota yang melelui lcbih dari
satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat
dalam travek.

Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke
kota lain yang melalui antar dacrah Kabupaten/Kota dalam satu dacrah
Propinsi dengan menggunakon mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tcmpat lain dalam
satu dacrah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah
Khusus Tbukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atay
mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan vang
memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten
atau kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi mavpun lebih dari satu
Propinsi.



30,
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32

33

15,

36,

7.

Angkutan Khusus adalah anghutan yang mempunyvai asal danfatan  tujuan
tetap, vang melayani antar jemput penumpang umum, antar  jemput
karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda,

Angkutan Taksi adalah angkutan dengan  menggunakan mobil penumpang
umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang
melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

Angkutan  Sewa adalah  angkutan dengan  menggunakan  mobil
penumpang umuwm yang melayani angkutan dar pinoe ke pintu, dengan
ataw lanpa pengemudi, dalam wilayah operasi vang tidak terbatas,

Anghkutan Panwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bhus
umum  yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan
pariwisata atau keperfuan lain diluar pelayanan angkotan dalam  travek,
scperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.

Angkutan Karyawan/Mahasiswa adalah Anghkutan dengan menggunakan
mabil bus dengan plat tanda nomor warna kuning dilaksanakan dalam trayek
yang melayani dan dan ke satu tujuzn sentra kerja'kampus dengan beberapa
titai asal penumpang yang digunakan khusus mengangkut
korvawan/mahasiswa, menpeunakan jadwal dan tidek boleh singgah di
terminal dan tidak menaikkan penumpang wim.

Angkutan Pemadue Mode adalah Angkutan vang dilaksanakan untuk
melayani penumpang  dari  danfatao ke terminal,  stasiun kereta apd,
pelabuhan dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal, berjadwal,
menggunakan mobil bus dan /atau mobil penumpang dan mengeunakan plat
tanda nomor wama dasar kuning dengan tulizan hitam.

Tanda Uji Berkala adalah Tanda bukti lufus wji berkala vang berbentuk
lempengan plat logam yang bensi data dan legitimasi fermasuk masa
berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap
kendaraan yang telah dinyatakan lulus wji berkala pada tempat yang telah
tersedia untuk i,

Tanda Samping adalah Tanda yang dipasang pada bagian kanan dan ki
kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas
jalen terendah yang bolch dilalui serta masa berlaku wji kendaraan yang
bersanghkutan.



3q.

40,

4l

42.

43,

45.

46,

Trayek adalah lintasan kendaraan wmum untuk pelayanan jasa anghkutan
orang dengan mobil penumpang dan mobil bus yang mempunyal asal dan
wjuan perjalanan fetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak
berjadwal,

Jaringan trayck adziah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu
kcsatuan jannpan pelayanan angkutan orang,

Trayck tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam
jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atan tidak
berjadwal.

Laik Jalan adalah persvaratan minimum kondisi seam kendaraan yang harnus
dipenuhi agar terjaminnya kesclamatan dan mencegah terjadinya
pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di
jalan

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat S3RD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi vang telah dilakukan dengan
mengeunakan formulir ataw telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daeeah
melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Kepala Daeeah,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
tanglcmtang. g A : ; .
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjuinya disingkat
SKRDLE, adalah surat ketctapan retribusi yang mencntukan  jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumibah kredit retnibusi lebih besae
daripada retribusi yang terutang atau scharusnya tdak terutang,

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang sclanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribesi danfatan sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah sural keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung danfatau kckelinuan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan dibidang retribusi
dacrah vang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat
Ketetapan Retribusi Dacrah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketctapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Retribusi Dacrah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih
Bayar, Surat Tagihan Retribusi Dacrah, Sural Keputusan Pembetulan, atau
Surat Keputusan Keberatan.



47, Pemenksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atae bukti vang dilaksanakan sccara objektif dan profesional
berdasarkan swatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan fain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi
daerah.

45. Pemernksa adalah Pegawai Negerd Sipil vang memiliki kualifikasi tertentu di
bidang lalulintas dan angkutan jalan.

49. Penyidikan adalah scrangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(FPNS) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang yang
menjadi dasar hukumnya untuk mencari seria mengumpulkan batang bukti
yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran vang terjadi guna
menemukan tersanpkanya.

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas
pemberian izin trayck kepada orang pribadi atau badan untuk menvediakan
pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Leayek tortenty
dalam Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 3
Objek Retribusi zin Trayek adalsh pemberian izin kepada orang pribadi atau
Badan untuk menycdizkan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atay
hcherapa travek tertenty,

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang atau Badan yang mendapat izin trayek.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi ataw Badan, yang menurut Peraturan
Perundang-undangan retribusi  diwapibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
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(2} Struktur dan besamya tanf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

sehagai berikut

achild [ZINBARU | MEMPERPANIANG | KETERAMGAN

AMGELITAN

mebil porunpang -

aplet Ep. 75000 Rp. 60000 Por Unit
ratil bus :

bues kot Ep. 100000 Bp. 0000 Par Unii

bus besar |Rps 1500H0 Rp. | 204000 Per Unit

BARB Y
WILAYAH PEMUNGUTAMN

Pasal 10

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di wilayah Kabupaten Siak,

(1)

(2)

(3

4

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

Penentuan pembayaran retnbusi dilakukan pada waktu dan  tempat
pé:mhﬂ }amn yang telah ditentukan dalam Surat Ketetapan Retribusi Dacrah
{ K_Rﬂ

Tempat pembavaran retribusi dapat dilakukan melalui Kas Decrah
Kabupaten Siak atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah Kabupaten Siak/Pembantu
Ben Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Kevangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak atan
tempat lain vang it|.1n11uk olch h’.r:lpu!a Daerah vang selanjutnya disetorkan ke
Kas Dacrah selambat-lambatnya | x 24 jam.

KcEala Dinas Pendapatan, Pengelolasn Keuwsngan dan Aset Daerah
Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan angsuran atau penundaan
pembayaran retribusi dalam kurun wakiu tertentu,

Permohonan angsuran dan penundaaan pembayaran retribusi disampaikan
secara tertulis oieh Wajib Fetribusi kepada Kepala Daerah melalui la
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kevangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak
sclambat-lambatnya 14 (empat helasg hari kerja scjak tanggal penerbitan
Surat Ketetapan Retribus Dacrah (5 1.
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5} Permohonan schagaimana dimaksud ayat (4) sekurang-kurangnya disertas

dengan lampiran sehagai berikut : o )
o, keadagn kewangan perusahaan atas deasar penilaian instansi atau

iembaga yang berwenang; dan
b, Desamya reinbusi vang terutang.

(%) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupatcn Sizk dapat memberikan persetujuan paling lama 2 {dua) bulan

scjak menerima permohonan surat vang dimaksud dengan ketentuan:
a.  angsuran pembayaran reteibusi difakukan maksimal 2 {dua) bulan scjak

dikeluarkan persetujuan; dan. | _
b. penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan

sejak dikeluarkan persetujuan,

(Tt Apabila lewat waktu 2 (dua) bulan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Dacrsh Kabupaten Siak tidak memberi keputusan
permohonan Wajib Retribust dianggap dikabulkan.

BABITX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12
Masa Retmibusi adalah jangka waktu tertentu vang lama 1 {satu) tahun.
Pazal 13

Retnbusi terutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yvang
dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14
{1} Pemungutan Retribusi tidak dapat diboronglan.

{2y Retribusi dipungut dengan mengpunakan SKRD atau dokumen l:_a.in yang
dipersamakan.
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{3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagmimana dimaksud pada ayat {2
disediakan oleh Dings Pendapatin Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah,

{4} Hasil pungutan Retribusi disetor ke Kas Diaerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRAST

Maszal 15

Dialam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayer tepat pada waktunya atau kurang
bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratis)
setiap bulan dari besarnya retribusi ¥ang terutang atau kurang bavar dan ditagih
dengan menggunakan STRD,

BARB X1I
PENAGIHAN

Pazal 16

{1} Pengeluaran Surat Teguran, Peringatan Surat lain yang sejenis sehagai awal
tindakan pelaksanaan penagiban Retribusi dikeluarkan segera setelal 7
{tujult) har sejak jatuh termpo pembayaran.

{2) Dalam jangka wakty 7 {tujuh) hari, sctelah tanggal Surat
Tepuran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi haros melunasi
Retribusi yang terutang.

{3} Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat | 1) Pasal ini dikeluarkan
oleh pejabat vang ditunjuk.

BAB XIII
KEBERATAN

Pua]tl'.f
(1} Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah
alau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.
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(4)

(1}

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan diserial
alasan-alasan yangjelas.

i eberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajih Retribusi ferteniu dapat
menunjukkan bahwa jangka walktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.

Keadaan difuar keluasaanmyd sehagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan ymgi:ujadidﬂuarkehmdnk atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama & {gnam} bulan, sejak
tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan
yangdiajukandmganmenmhilkm Gurat Keputusan Keberatan.
K etentuan schagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bkahwa keberatan yang diajukan harus
diberi keputusan oleh Kepala Dacrah,

Kepumsan Kepala Dacrah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besamya Retribusi yang terulang,

Apabila jangka waktu sehagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

Kepala Dacrah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajulkan
tersehut dianggap dikabulkan.

BAR XTIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

Atag kelebihan pembayaranl Reiribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepadaKcpala Daerah.
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{2) Kepala Dacrsh dalam Jangka wakw paling lamga & {enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana
dimaksed padaayat (1), harus memberikan keputusan,

(3} Apabila jangka wak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Kepala Daerah tidak memberikan sualy keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLE
harus diterbitkan dalam jangka wakmu paling lama 1 (satu) bylan.

{4} Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelehihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih daluly hutang Retribusi tersch.

{3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 {dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLE,

{6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilabkykan setelah
lewat 2 {dua) bulan, Kepala Daeral memberikan imbalan bunga sehesar 204
{dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
Retribusi.

(7) Tata cam pengembalian kelebihan pembayaran  Reiribuysi sebagaimang
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerals.

Pasal 20

(1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara

tertulis keﬁu&a Kepala Daerah dengan sekurang-kurangya menyebutkan -
d.  nama dan alamat wajib retribuss;

b, masaretribus;;

<. besarnya kelchihan pembayaran; dan

d. alasan yang singkat dan jelas,

{2) Permoheonan Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi dizsampaikan
secara langsung atau melaksanakan p0s tercatal

{3} Bukii penerimaan oleh Pejabat Daerah atay bukt Pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permobionan diterima olch Kepala Dacrah, ,
Pasal 21

(1} Fengtmhaﬁm Kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar kelebihan retrtbusi oleh Kepala Daerah,
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(2)

(0

2

(1)

(2)

{3)

(4}

Apabila kelebiban pembayaran retribust diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan care pemindah bubkuan dan
bukti pembayaran.

BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

Penngihan retnbusi kadaluwarsa setelah melampani jangka waktu 3 (tga)
tahun tethitung sejek saat terutangnya Retnibusi kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksod pada ayat (1) Pasal

ini tertangguh apabila

4. diterbitkan surat teguran ; danfatau

b.  adapengakuan hutang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.

BAR XVI
ThTh CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 23

Hak untuk mclakukan penagihan Remribusi menjadi kadaluwarsa setclah
melampam waktu 3 {tiga) tshun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
tcecwali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Rembusi,

Kadaluwarsa penagiban Retrdbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika:
A iterbitkan Surat Teguran ; dan/atan
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
humf a, kadafwwarsa penagihan dihitung scjak tanggal ditcimanya Surat
Tepuran tersesbut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat {2} huruf b adalah Wajib Retnibusi dengan kesadamnnya menyatakan
masih mempunyai utang Retdbusi dan belum melunasinye  kepada
Petnerintah Daerak,
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(3)  Pengakuan wiang Retribusi secara tidake langsung schagaimana dimakeud
padu ayat (2) buruf b dapat diketahui darj pengajuan permohonan ANgsULan
Alauw penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Retribusi,

Pasal 24

(I) Piutang Retribysi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagiban sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

{(2) Kepala Daerah menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur
dengan Peraturan Kepals Daceah,

BAB XV
FENYIDIKAN

Pnsal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeni Sipil tertenty dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus scbagai penvidik untuk melakukag penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daeral;.

2} W wmangpr:njrj'diksehugammnadimuksudpudaajratfl}Pualini adalah -

& menerima, mencar, mengumpulkan dan menclit keterangan atay

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi dacrah agar
keterangan dan Iapumntersubum:mjadi lengkap dan jelas:

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai OrangE
pribadi atau badan tentang tindak pidana retribusi daerah;

¢ memints keterangan dan bahan buktj dari orang pribadi  atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi:

4 memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lajn
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

c. mclakukan penggeledahan unmk mendapatkan barang  bukt
pembuluan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. memints bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang reeribusi daerah;
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2. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan;

h. memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
reiribusi daerah;

i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

L

{3) Penyidiken schagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan kepada penuntul umum sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana,

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pazal 26
(1} Wajib Retribusi vang tidak melaksanskan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah vang diancam pidana kurungan paling lama 3
{tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlal Retribusi yang
ierutang,
(2} Tindak pidana schagaimana dimaksud avat(1)adalah pelanggaran,
BAR XVII
KETENTUAN PENUTLP
Pagal 27
Hal-hal yang belum cubup diatur delam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 28

Drengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Dacrah Kabupaten Siak
Nomor, 35 Tahun, 2002 tentang Retribusi Trayek dinyatakan dicabut dan tidak

berlaku,
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Paszal 29

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerimahken penpundan zan Peraturan
Ducrah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak,

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tangral 8 Agwstus 2011

BUTATI SIAK,
e —
SYAMSUAR
Diundangkan ¢h Sipk Sri Indrapura
pada tanggal Apustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 16 TAHUN 2011
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